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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan
bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Indonesia adalah negara
hukum, artinya negara memiliki kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan
kebenaran kemanfaatan dan keadilan, tidak ada kekuasaan yang tidak
dipertanggungjawabkan. Sistem pemerintah negara Indonesia menekankan
bahwa hukum (recht) lebih tinggi daripada kekuasaan (macht). Artinya, UUD
1945 menempatkan penolakan terhadap faham absolutism sebagai langkah
terdepan untuk menghindar dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-
hak kemanusiaan!. Konsep negara hukum modern, kekuasaan negara
(pemerintah) harus didayagunakan untuk kepentingan seluruh masyrakat.
Prinsipnya dalam negara hukum, secara materiil terkandung asas kesejahteraan
(Verzorgingstaat atau sociale rechstaat atau welfare state)?.

Sebagaimana dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara keasatuan berbentuk Republik. Dibentuknya pemerintahan
Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945 Alinea
IV yang menegaskan tujuan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

! Widyo Pramono, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan
Guru Besar, (Jakarta: Kompas, 2017), hal. 234.
2 Azhary, Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 1995), hal. 116.



dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasar Pancasila seperti yang termuat
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang kita kenal
sekarang?.

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 adalah
pembangunan manusia yang seutuhnya, implementasinya adalah pembangunan
di segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Namun upaya menuju ke arah tersebut bukanlah perkara mudah, prakteknya di
lapangan banyak rintangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan dalam upaya
mewujudkan cita-cita tersebut®.

Pemberantasan korupsi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Pemerintah telah berupaya
untuk melakukan penangulangan terhadap korupsi. Hal ini terbukti dengan
diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh
wilayah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut masalah Korupsi
telah diatur dalam Buku Il Bab XXVIII KUHP®. Walaupun dalam rumusan
tersebut belum dikenal dengan kejahatan korporasi tetapi baru dikenal dengan
istilah kejahatan jabatan.

Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi terus berlanjut dengan

3 Widyo Pramono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, (Bandung: PT. Alumni,
2013), hal. 47-48.

4 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 2.

5 Republik Indonesia, (1946), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik
Indonesia.



Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957,
tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1971 Nomor
Prt/PM /011/1957 sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi®.

Di era reformasi sesuai dengan perkembangan jaman, semangat
pemberantasan korupsi dan kompleksitas masalah perekonomian pemerintah juga
membuat payung hukum lainnya, baik dalam bentuk instruksi presiden maupun
keputusan presiden (keppres). Pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif
juga menyusun berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
tersebut, antara lain sebagai berikut: Tap MPR Nomor XI /MPR/1998 Tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggaran Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negar Rl Nomor 3851),
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang telah
mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Indonesia

Nomor 4150)’.

& Andi Hamzah, Op.cit., hal. 41.
7 Ibid., hal. 43.



Dinamisasi ekonomi berjalan sedemikian pesat. Interaksi yang dilakukan
manusia semakin menembus batas dimensi ruang. Perkembangan teknologi
informasi semakin mendorong percepatan dinamisasi ekonomi. Hal tersebut
menyebabkan meluasnya kebutuhan dari kerjasama secara pribadi menjadi
kerjasama berkelompok usaha yang belum berbadan hukum dan yang sudah
berbadan hukum disebut korporasi. Bergabungnya orang-orang pribadi dan / atau
kekayaan secara terorganisasi kedalam sebuah korporasi sebagai subjek hukum
dalam wilayah ekonomi. Subjek hukum (subjektum juris). Adalah segala sesuatu
yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri atas

dua:

a. Manusia (naturlijkepersoon).

b. Badan hukum (rechtspersoon)®.

Kedudukan korporasi sebagai kekuatan ekonomi di luar negara membuat
korporasi cenderung ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan
ekonomi dengan tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat
korporasi cenderung ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan
ekonomi dengan tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat
korporasi dalam kegiatan bisnisnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat
merugikan kepentingan publik®. Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai
subjek dalam hukum. Dengan demikian, di samping manusia, hukum masih

membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi

8Widyo Pramono, Op.cit., hal. 226.
® Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002)., hal. 12.



seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang

demikian disebut sebagai badan hukum?.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan
adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang
disebabkan adanya pengaruh perkembangan perekonomian nasional yang semakin
pesat. Di Indonesia dalam perundang-undangannya baru muncul dan dikenal
badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana pada tahun
1951, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak
Pidana Ekonomi. Selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Perundangan

lainnya.

Dengan digantinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangatlah tepat, mengingat
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentunya tidak relevan lagi dengan
perkembangan kejahatan yang semakin canggih termasuk dalam bidang korupsi
ini. Jika dibandingkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana
korupsi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

;°8Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2, (Medan: USU press, 2015)., hal.



Tahun 2001 terdapat perbedaan dan perbedaan itu sangat mendasar di dalamnya,
di mana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi subyek
hukumnya hanyalah sebatas subyek hukum manusia (natural person), yakni
terbatas para pegawai negeri. Akan tetapi, setelah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka subyek hukum tindak pidana korupsi
diperluas, tidak lagi hanya terbatas pada orang (natural person) dalam artian
manusia, juga meliputi korporasi (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum).

Pertimbangan lain atas perubahan substansi mengenai subyek hukum
tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi adalah karena kejahatan korupsi di Indonesia sekarang ini tidaklah lagi
dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum, melainkan juga dilakukan oleh
suatu korporasi (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum)

sebagai subjek tindak pidana yang belum tersentuh hukum.

Hampir setiap hari kita mendengar pemberitaan mengenai praktik-praktik
tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Hampir setiap lapisan
masyarakat, baik tingkat pusat ataupun daerah telah terkontaminasi dengan
segala tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Di
dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai suatu
bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan

pidana yang cukup berat. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana



korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sejak dulu sulit
dibantah dengan argumentasi apapun. Pembentukan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, dan berbagai undang-undang lain yang mendukung, dapat dijadikan
sebagai titik pangkal untuk melakukan pembenahan terhadap legal substance,
legal culture, dan legal structure. Undang-undang korupsi tidak saja memenubhi
karakteristik sebagai undang-undang pidana khusus, melainkan sekaligus sebagai
hukum pidana khusus karena korupsi itu perbuatannya bersifat khusus
(bijzonderlijkfeiten)!. Korupsi sudah menjadi suatu tindak pidana yang dianggap
sebagai musuh bersama, karena korupsi telah menghambat pembangunan negara
dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kurun
waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corruption Watch
(ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587
orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar'?.
Sedangkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparency International
Indonesia (T11) menyatakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada 2016
naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100, tetapi secara global posisi
Indonesia masih berada di urutan ke-90*. Reformasi birokrasi yang dilakukan
oleh pemerintah memang berdampak positif pada upaya pemberantasan korupsi,
namun lambatnya pemberantasan terjadi karena focus pemberantasan korupsi

hanya pada sector birokrasi dan masih belum menyentuh sektor swasta.

11 H, ElwiDanil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2011)., hal. Vi.
2https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-
rp-183-t, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.
Bhttps://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38734494 , diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.
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Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan, bahwa adagium “actus non
ficitreum, nisi mens sit rea” atau “tiada pidana tanpa kesalahan” menimbulkan
konsekuensi pula bahwa hanya sesuatu yang memiliki kalbu saja yang dapat
dibebani pertanggung jawaban pidana. Oleh karena hanya manusia memiliki
kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin
dibebani pertanggung jawaban pidana. Namun demikian, dalam perkembangan
hukum pidana, termasuk hukum pidana Indonesia, ternyata diterima pendirian
bahwa korporasi, sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu, dapat pula
dibebani dengan pertanggung jawaban pidana. Berbagai undang-undang tindak
pidana khusus di Indonesia, bahkan sudah sejak 1951 telah menjadikan korporasi
sebagai subjek tindak pidana selain manusia dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang.

Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja
melibatkan orang per orang atau manusia alamiah saja, tetapi bisa juga dengan
mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan suatu perseroan terbatas, yang
menurut Pasal 1 angka 1%°.Pasal 7 ayat (4)!® Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT No. 40) adalah badan hukum?’. Perumusan
kejahatan korporasi menimbulkan berbagai persoalan, karena apakah korporasi

dapat dipandang sebagai pribadi dan apakah korporasi dapat dipidana atau tidak.

14 Mohammad Ekaputra, Op. Cit., hal. 29.

5Bunyi Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 adalah: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya
disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksananya.”

®Bunyi pasal 7 ayat (4) UU No.40 Tahun 2007 adalah: “Perseroan memperoleh status badan
hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum
Perseroan.”

YHasbullah F. Sjawie, (2015), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana
Korupsi, Buku Pertama, Jakarta: Prenada Media Group., hal. 1.



Pendapat yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dipidana menyatakan

bahwa korporasi adalah suatu persona ficta atau suatu fiksi hukum.

Di lain pihak, tidak sedikit korporasi yang tersangkut dengan tindak
pidana korupsi, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus korupsi yang sedang
dalam proses penyidikan, persidangan, ataupun telah diputus oleh pengadilan
yang menunjukkan keterlibatan korporasi didalamnya. Tindak pidana korupsi
oleh korupsi dianggap sebagai sesuatu yang serius dan dinamakan sebagai white
collar crime, yaitu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan orang-orang yang
berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat karena mempunyai kedudukan

penting, baik di dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian?é.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh
sejarah dan pengalaman yang berbeda di setiap negara, termasuk juga di
Indonesia. Namun, pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan
dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang
ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum
pidana tidak lagi hanya bisa dibatasi pada manusia alamiah, tetapi meliputi juga
korporasi karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh

korporasi.®

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan korporasi diantaranya adalah
tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek pengadaan, pembangunan,

dan peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga di

18Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1977)., hal. 102.
PHashullah F Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)., hal .267.



Hambalang, Sentul, Jawa Barat yang selain melibatkan beberapa nama petinggi
negara, juga melibatkan beberapa perseroan, salah satunya adalah PT Dutasari
Citralaras. Kasus korupsi ini telah menyeret nama Mahfud Suroso selaku
Direktur Utama PT Dutasari Citralaras yang diduga telah melakukan perbuatan
melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri
sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Kasus lainnya adalah kasus impor daging
sapi yang juga melibatkan beberapa petinggi negara. Kasus ini bermula karena
adanya penyuapan yang dilakukan oleh Maria Elisabeth Liman sebagai Direktur
Utama PT Indoguna Utama kepada pejabat negara untuk kepentingan
penambahan kuota impor daging sapi dari kuota yang telah dimilikinya
sebelumnya di Kementerian Pertanian pada tahun 2013. Contoh kasus korupsi
yang melibatkan korporasi lainnya adalah penyuapan yang dilakukan oleh Simon
Gunawan Tanjaya yang merupakan petinggi PT Kernel Oil, yang memberikan
sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang asing kepada Rudi Rubiandini,
yang saat itu menjabat sebagai kepala SKK Migas. Penyuapan ini
dilatarbelakangi keinginan agar PT. Kernel Oil bisa ditunjuk sebagai pemenang

tender minyak dan kondensat yang diselenggarakan oleh SKK Migas.?

Selain beberapa contoh di atas, masih banyak kasus korupsi yang terjadi
juga melibatkan korporasi dengan berbagai modus dan latar belakang, baik yang
berada di tingkat penyidikan, masih diproses di pengadilan dalam berbagai
tingkatannya, ataupun yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan
hukum tetap. Yang menjadi masalah saat ini adalah, sangat sedikit pengaturan

hukum terhadap pertanggungjawaban korporasi yang dapat dipidana apabila

2Hasbullah F. Sjawie, Buku Pertama, Op.cit., hal. 3.
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terbukti melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Alasan
lainnya adalah karena pengurus dari korporasi sudah dihukum sehingga
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak dilanjutkan lagi. Selain itu,
masalah utama yang sering dijumpai adalah bagaimana merumuskan korporasi

sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam penanganan kasus korupsi korporasi sejak lahirnya undang-
undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tahun 1971, 1999, 2001,
dibentuknya KPK pada tahun 2002, dibentuknya Pengadilan Tipikor tahun 2009,
yaitu di Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Kejaksaan pada tahun 2010 yaitu
dengan terdakwanya PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dalam kasus korupsi
korporasi. Putusan terhadap perseroan ini sudah berkekuatan hukum tetap,
seperti tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
812/Pid.Sus/2010/PN-Bjm tanggal 09-06-2011, yang kemudian dikuatkan
ditingkat banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
812/Pid.Sus/2011/PT.Bjm tanggal 10-08-2011 dengan amar putusannya bahwa
“PT. Giri dihukum membayar denda Rp 1,3 miliar dan hukuman tambahan
berupa penutupan sementara selama enam bulan”?, selanjutnya Kejaksaan
dalam penganan perkara tindak pidana korupsi dalam peyalahgunaan jaringan
3G/HSDPA oleh PT IM2, Jaksa penyidik telah mentapkan Direktur Utama IM2,
Indar Atmanto, pada surat tuntutan JPU (requisitor), terdakwa Indar Atmanto
telah dituntut bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat
(1) jo Pasal 18 Ayat (1) dan (3) UU PTKP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kepada

terdakwa selama 10 tahun, denda 500 juta subsidair enam bulan kurungan, dan

21 Widyo Pramono, Op.cit., hal. 276.
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uang pengganti Rp 1,358 triliun. Tuntutan uang pengganti tersebut dibebankan
kepada Indosat dan IM2, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah??. Pada
putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim memvonis terdakwa
Indar Atmanto selama empat tahun penjara. Putusan tersebut dikuatkan melalui
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/pid/Tpk/2013/ PT.DKI
tanggal 12 Desember 2013 dengan pidana penjara selama delapan tahun dan
denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Majelis hakim banding
berpendapat bahwa uang pengganti sebesar Rp 1,358 triliun seharusnya

dibebankan kepada IM2 sebagai korporasi.??

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat
KPK) adalah Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya
guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi,
supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. KPK bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tidak Pidana

Korupsi?*.

Pertama kali dalam sejarah KPK menetapkan korporasi sebagai tersangka

22 |bid., hal. 278.

2 |bid., hal. 279.

24 hitp://www.academia.edu/21545536/SEJARAH_BERDIRINYA KPK, diakses pada tanggal 14
Oktober 2018.
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dan di agendakan persidangan perdana PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini
berganti nama menjadi PT Nusa Kontruksi Enjinering (NKE). PT DGl
ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus korupsi. Penetapan
tersangka itu berdasarkan pengembangan vonis hakim terhadap Direktur Utama
PT DGI Dudung Purwadi pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.
Dudung divonis bersalah dan dijatunhkan hukuman penjara selama 4 tahun 8
bulan serta denda Rp 250 juta dalam korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit
Universitas Udayana dan proyek Wisma Atlet di wilayah Sumatera Selatan
Tahun 2009-2010. Dudung terbukti terlibat dalam upaya pembagian fee terkait
kedua proyek yang menjeratnya. Tak hanya itu, Dudung juga dinyatakan telah
memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibat perbuatannya, Dudung telah
merugikan negara sebesar Rp 25,9 miliar. Dalam vonis tersebut, hakim menilai
bahwa PT DGI turut mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Hakim pun
menjatuhkan hukuman kepada PT DGI untuk membayar uang pengganti. Pidana
tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 14.487.659.605 terkait proyek RS
Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana TA
2009-2010 dan sebesar Rp 36.877.717.289 untuk proyek pembangunan wisma

atlet dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi Sumsel TA 2010-2011%

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, berlakunya Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membawa
perubahan besar jika dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Korupsi. Perubahan tersebut antara lain :

25 https://kumparan.com/@kumparannews/pt-dgi-jalani-sidang-perdana-diwakili-bos-nusa-
konstruksi-enjiniring-1539231318760403845, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.
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1. Perluasan pengertian Pegawai Negeri Sipil;

2. Pengetian keuangan dan perekonomian negara;

3. Pengertian “secara melawan hukum” dan rumusan sebagai delik formil;
4. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi;

5. Ancaman pidana;

6. Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang;

7. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiZ®

Pembahasan Kita di sini adalah mengenai poin yang ke (4) yaitu korporasi
sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut dapat kita lihat
dari Pasal 2 UU Tipikor :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah.”

Kemudian dalam Pasal 3 UU Tipikor disebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

% PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI, (2005), Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi., hal. 96.
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tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah”.

Dari ketentuan tersebut di atas, membuktikan adanya perkembangan baru
yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu diaturnya korporasi sebagai subjek
tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Selain itu, perumusan subjek
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dapat ditafsir bahwa di
dalam pengertiannya termasuk korporasi sebagai pelakunya. Adanya kata
“pemborong”, dapat ditafsirkan sebagai manusia atau juga korporasi, karena
pekerjaan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat dilakukan oleh manusia
maupun oleh korporasi. Demikian pula halnya dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2)
yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap
korporasi dan atau pengurusnya.

Ayat (2) : tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun
berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik
sendiri maupun bersama-sama. Makna orang-orang berdasarkan hubungan kerja
dalam ayat (2) adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai

pengurus atau sebagai pegawai berdasarkan :

1. Anggaran dasar dan perubahannya,
2. Surat pengangkatan sebagai pegawai;

3. Perjanjian kerja sebagai pegawai.
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Orang-orang yang berdasarkan hubungan lain adalah orang-orang yang
memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu
antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan
atas nama korporasi berdasarkan :

1. Pemberian kuasa;
2. Berdasarkan perjanjian dengan pemberi kuasa;

3. Berdasarkan pendelegasian wewenang.

Rumusan Pasal 20 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana
korupsi sama sekali tidak terkait dengan aspek pertanggungjawaban pidana,
melainkan mengenai dasar teoritis penentuan tindak pidana korupsi oleh
korporasi. Undang-undang hukum pidana banyak yang tersebar di luar KUHP
atau yang disebut hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Kemudian mengenai peranan korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tata cara
penuntutan serta sistem pemidanaannya dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 20
UU Tipikor.

Selanjutnya kita bicara tentang sanksi pidana. Karena bukan sebagai
natuure person maka korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Dalam hal ini
yang dapat dijatuhi adalah para pengurusnya. Dalam Pasal 20 UU Tipikor
disebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya
pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Akan tetapi pada umumnya pidana denda ini tidak efektif karena :
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1.

Korporasi akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos
pengeluaran biasa yang merupakan cost of business dari perusahaan
tersebut;

Jika denda sudah terlalu membebankan, perusahaan dapat mengajukan
dirinya untuk dipailitkan;

Dewasa ini telah berkembang model-model hukuman pidana

nonkonvensional yang dianggap cocok bagi korporasi yang melakukan Corporate

Crime, yaitu:

1.

Hukuman percobaan, vyaitu perusahaan tersebut diawasi untuk
mempraktekkan Good Corporate Governance dan mengikuti aturan main
yang ada;

Denda Equitas (equity fine), yaitu saham-saham harus disetor kepada
pemerintah sebagai denda dan pemerintah mendapatkan hasil dari saham
itu;

Pengalihan menjadi hukuman individu, adalah mengalihkan hukuman
pidana (penjara) kepada pejabat yang paling bertanggung jawab dalam
korporasi;

Hukuman tambahan, yaitu berkaitan dengan sanksi administratif seperti
pencabutan ijin, larangan untuk melakukan kegiatan tertentu, dlil.;
Hukuman pelayanan masyarakat, di mana korporasi melakukan sesuatu
kepada masyarakat/mengganti kerugian kepada masyarakat;

Kewenangan yuridis pihak luar korporasi, yaitu pihak luar termasuk
Bapepam diberi otoritas untuk masuk dan mengambil kebijakan terhadap

korporasi tersebut;
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7. Kewajiban membeli saham, adalah kewajiban korporasi untuk membeli
saham dari pemegang saham yang merasa dirugikan akibat perbuatan dari
korporasi?’.

Dengan adanya pengaturan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana
korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
konsekuensinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dijatuhi
pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Selain peraturan tersebut
terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi perlu dijadikan
momentum untuk mulai menyasar korporasi yang selama ini terseret pusaran
korupsi. Aparat penegak hukum tak perlu lagi berdalih hukum acaranya tak jelas
atau hukum materilnya saling bertentangan. Mahkamah Agung sudah membuat
prosedur penanganannya di pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga penegak hukum yang paling diharapkan menjalankan amanat itu. Dalam
pengungkapan kasus korupsi di KPK sudah ada sejumlah nama perusahaan yang
disebut. Pada saat penyusunan Perma No. 13 Tahun 2016 terbit, Mahkamah
Agung juga sudah berkoordinasi dengan KPK ditandai dengan kunjungan hakim
agung Surya Jaya, 8 September 2016 lalu.?® Sebagaimana yang tertuang dalam

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung :

27 Munir Fuady, Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih), (Bandung: Citra Aditya, 2004).,
hal. 2.

Bhttps://www.hukumonline.com/berita/baca/It58819a2232c04/perma-no-13-tahun-2016-
momentum-untuk-mulai-menjerat-korporasi, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.
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(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan
ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang
Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai
kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana
tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan
Korporasi;

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan
memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna
menghindari terjadinya tindak pidana.?®
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sekaligus

menuangkannya berupa tesis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN

KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun permasalahan
yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek
hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana

korupsi?

29 Bunyi pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum
dalam tindak pidana korupsi;

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam tindak pidana korupsi korporasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis
maupun praktis

1. Secara teoritis, diharapkan penulisan tesis ini dapat memberikan
sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana
secara umum dan pertanggungjawaban pidana korporasi secara khusus;

7% Secara praktis, apa yang terdapat dalam tulisan ini dapat menambah
pengetahuan penulis, pembaca, dan aparat penegak hukum dalam
menjalankan setiap tugasnya terutama dalam hal memberantas kejahatan
korupsi oleh korporasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sub bab ini penulis akan memberikan gambaran yang jelas dan
terarah mengenai penyusunan laporan tesis, penulisan ini terdiri dari 5 (bab),
yaitu:

Bab1: PENDAHULUAN

20



Bab 2 :

Bab 3:

Bab 4 :

Bab 5:

Dalam pendahuluan ini dibahas mengenai : Latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam
penulisan ini.

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tinjauan pustaka yang memuat uraian sitematik tentang
asas, teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan
dengan penulisan tesis ini. Bab ini berisi tinjauan tentang
pengaturan Undang-Undang yang berlaku dan konsep yang
berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi.
METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian yang digunakan, pendekatan
masalah dan bahan hukum yang digunakan. Bahan-bahan hukum
yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier
(bahan non-hukum) dan analisa bahan hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini menganalisis mengenai : Pertanggungjawaban korporasi
sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi serta sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak
pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN
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Kesimpulan yaitu hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas
dan dijelaskan dari bab-bab sebelumnya berikut beberapa saran

yang relevan dengan hasil penelitian ini.
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